
BUPATI BUOL
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI BUOL 
NOMOR 5(> TAHUN 2018

TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN ATAS PERATURAN DAERAH 
KABUPATEN BUOL NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG 

PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BUOL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11
ayat (4), Pasal 13 ay at (2), Pasal 14 ayat (5), Pasal 
15 ayat (2), Pasal 21, Pasal 22 ayat (2), Pasal 27 
ayat (7), Pasal 30 ayat (3), perlu menetapkan 
Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan 
atas Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor 15 
Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam 
dan Batuan sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor 16 
Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan 
Daerah Kabupaten Buol Nomor 15 Tahun 2011 
tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten 
Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan 
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 179, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang 
Perubahan atas Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor 51 Tahun 1999 Tentang 
Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten 
Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2000 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 
130, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5049);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia



Nomor 5587) sebagaimana beberapa kali diubah, 
terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- 
undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 
tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara 
Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5950);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor 15 
Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam 
dan Batuan (Lembaran Daerah Kabupaten Buol 
Nomor 15 Tahun 2011);

6. Peraturan Gubemur Propinsi Sulawesi Tengah 
Nomor 67 Tahun 2017 tentang Penetapan Harga 
Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan 
(Berita Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Tahun 
2017 Nomor : 600)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN
PELAKSANAAN ATAS PERATURAN DAERAH 
KABUPATEN BUOL NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG 
PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Buol.

2. Bupati adalah Bupati Buol.

3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan 
kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan 
usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer,



perseroan lainnya, badan usaha milik Negara (BUMN), atau badan 
usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, 
firma, kongsi, koperasi, dana pension, persekutuan, perkumpulan, 
yayasan, organisasi massa, organisasi social politik, atau organisasi 
lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak 
investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

5. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan 
pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam 
di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.

6. Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan 
batuan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang- 
undangan di bidang mineral dan batubara.

7. Subjek Pajak adalah orang ipribadi atau Badan yang dapat dikenakan 
pajak.

8. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar 
pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak 
dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan perpajakan daerah.

9. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender, yang 
menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan 
melaporkan pajak yang terutang.

10. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun 
kalender, kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang 
tidak sama dengan tahun kalender.

11. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu 
saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun 
pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
perpajakan daerah.

12. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari 
penghimpunan data objek dan subjek pajak, penetuan besarnya pajak 
yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak 
serta pengawasan penyetorannya.

13. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD 
adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan 
perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau 
bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dearah.

14. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD 
adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana 
dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda 
pengenal diri atau identitas wajib pajak dan usaha wajib pajak dalam 
melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan daerah.

15. Surat Setor Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah 
bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan 
dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain 
ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.



16. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya 
disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan 
besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah 
kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif 
dan jumlah pajak yang masih haras dibayar.

17. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang 
selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang 
menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.

18. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat 
SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok 
pajak sama besarnya dengan jumlah kredit atau pajak tidak terutang 
dan tidak ada kredit pajak.

19. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya 
disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan 
jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih 
besar dari pada pajak yang terutang atau seharasnya tidak terutang.

20. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah 
surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif 
berupa bunga dan/atau denda.

21. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang 
membetulkan kesalahan tertulis, kesalahan hitung dan/atau 
kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan 
perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat 
Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang 
Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat 
Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih 
Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan 
atau Surat Keputusan Keberatan.

22. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan 
terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak 
Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar 
Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan 
Pajak Daerah Lebih Bayar atau terhadap pemotongan atau 
pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan wajib pajak.

23. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding 
terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.

24. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara 
teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang 
meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah 
harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup 
dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba 
rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.

25. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah 
data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif 
dan professional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk 
menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah
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dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan 
peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

26. Insentif pemungutan pajak yang selanjutnya disebut insentif adalah 
tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan sebagai 
kineija tertentu dalam melaksanakan pemungutan pajak daerah.

BAB II
OBJEK PAJAK, PENDATAAN DAN PENDAFTARAN OBJEK PAJAK

Bagian Kesatu 
Objek Pajak

Pasal 2

(1) Objek pajak mineral bukan logam dan batuan adalah kegiatan 
pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang meliputi :

a. Asbes;
b. Batu Tulis;
c. Batu setengah permata;
d. Batu Kapur;
e. Batu Apung;
f. Batu Permata;
g- bentonit;
h. Dolomite
i. Peldspar
j- Garam Batu (Halite)
k. Grafit;
1. Granit/Andesit
m. Gips;
n. Kalsit;
o. Kaolin;
P- Leu sit;
q- Magnesit;
r. Mika;
s. Marme;
t. Nitrat;
u. Opsiden;
V . Oker;
w. Pasir dan Kerikil;
X . Pasir Kuarsa;
y- Perlit;
z. Phospat
aa. Talk;
bb. Tanah serap (fullers earth);
cc. Tan ah Diatome;
dd. tanah liat; dan
ee. Tawas (alum);
ff. Tras.
gg- Yasorif;
hh. Zaolit;
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ii. Basal; 
jj. Trakit; dan
kk. Mineral bukan logam dan batuan lainnya sesuai dengan 

ketentuan Perundang-undangan.

(2) Termasuk objek pajak mineral bukan logam dan batuan adalah 
kegiatan pengolahan mineral bukan logam dan batuan yang belum 
dipungut pajak mineral bukan logam dan batuan yang dibuktikan 
dengan menunjukkan bukti pembayaran pajak pada saat 
pengambilan.

Bagian Kedua 
Pendataan

Pasal 3

(1) Pendataan objek pajak mineral bukan logam dan batuan dilakukan 
dengan memberikan formulir pendataan kepada orang pribadi atau 
Badan yang dapat mengambil mineral bukan logam dan batuan atau 
melakukan kegiatan pengolahan mineral bukan logam dan batuan 
yang belum dipungut pajak mineral bukan logam dan batuan selaku 
Subjek Pajak.

(2) Formulir pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima 
dan harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani 
oleh Subjek Pajak atau kuasanya.

(3) Berdasarkan formulir pendataan yang telah diisi dengan jelas, benar 
dan lengkap serta ditandatangani oleh Subjek Pajak atau kuasanya, 
Subjek Pajak harus melaksanakan pendaftaran usahanya kepada 
Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendapatan 
daerah untuk menjadi Wajib Pajak.

(4) Bentuk dan format isian formulir pendataan sebagaimana tersebut 
dalam Lampiran I dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga 
Pendaftaran

Pasal 4

(1) Setiap subjek pajak harus mendaftarkan usahanya dengan 
menggunakan formulir pendaftaran kepada Kepala Perangkat Daerah 
yang membidangi urusan pendapatan daerah melalui Bidang yang 
membidangi urusan Pendaftaran dan Penetapan.

(2) Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diisi 
dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani oleh subjek pajak 
atau kuasanya dengan melampirkan :
a. fotocopy identitas diri;
b. surat izin usaha dari intansi yang berwenang (apabila ada); dan
c. surat kuasa bermaterai cukup apabila dikuasakan dengan disertai 

fotocopy identitas penerima kuasa.
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(3) Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus 
disampaikan ke Bidang Pendaftaran dan Penetapan Perangkat Daerah 
yang membidangi urusan Pendapatan Daerah, paling lambat 7 (tujuh) 
hari sejak yang bersangkutan memperoleh formulir pendaftaran.

(4) Subjek pajak yang telah mendaftarkan usahanya, maka Kepala 
Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendapatan daerah 
menyatakan yang bersangkutan menjadi wajib pajak dengan 
menerbitkan :

a. kartu NPWPD; dan
b. surat pengukuhan wajib pajak.

(5) Apabila subjek pajak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi 
urusan pendapatan daerah menerbitkan NPWPD dan surat 
pengukuhan wajib pajak secara jabatan.

(6) Bentuk dan format isian formulir pendaftaran sebagaimana tersebut 
dalam Lampiran II dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini.

BAB III
BENTUK, ISI, TATA CARA PENGISIAN DAN PENERBITAN 

SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT

Bagian Kesatu 
SPTPD dan SKPD

Pasal 5

(1) Setiap wajib pajak, harus mengisi SPTPD dengan benar, jelas, lengkap 
dan ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya serta 
menyampaikan Kepada Bidang Pendaftaran dan Penetapan Perangkat 
Daerah yang membidangi urusan pendapatan daerah.

(2) Formulir SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diambil 
sendiri oleh wajib pajak di Bidang Pendaftaran dan Penetapan 
Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendapatan daerah dan 
atau dapat diakses melalui website resmi Perangkat Daerah yang 
membidangi urusan pendapatan daerah.

(3) SPTPD memuat pelaporan nilai jual hasil pengambilan mineral bukan 
logam dan batuan.

(4) Penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
paling lama 10 (sepuluh) hari setelah berakhimya masa pajak.

(5) Apabila batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada hari libur, maka 
batas waktu penyampaian jatuh pada satu hari kerja berikutnya.

(6) Apabila batas waktu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud 
pada ayat (4) terlampaui, maka diterbitkan SKPD secara jabatan.

(7) SPTPD dianggap tidak disampaikan apabila tidak ditandatangani oleh 
wajib pajak atau kuasanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
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(8) Bentuk, format isian formulir dan tata cara pengisian SPTPD dan 
SKPD sebagaimana tersebut dalam Lampiran III dan merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua 
SKPDKB dan SKPDKBT

Pasal 6

(1) Terhadap SPTPD yang telah diteliti sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 4, masih dapat diterbitkan :

a. SKPDKB apabila berdasarkan pemeriksaan atau keterangan lain 
ternyata jumlah pajak mineral bukan logam dan batuan kurang 
dibayar; atau

b. SKPDKBT apabila ditemukan data baru dan/atau data yang semula 
belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak 
yang terutang setelah diterbitkan SKPDKB.

(2) Bentuk dan isi SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana tersebut dalam 
Lampiran IV dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Bupati ini.

BAB IV
DASAR PENGENAAN, TARIF, DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK

Pasal 7

(1) Dasar pengenaan pajak mineral bukan logam dan batuan adalah nilai 
jual hasil pengambilan mineral bukan logam dan batuan.

(2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan 
mengalikan volume/tonase hasil pengambilan dengan nilai pasar atau 
harga standar masing-masing jenis mineral bukan logam dan batuan.

(3) Harga standar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah harga 
rata-rata yang berlaku sebagai berikut:

No. JENIS MATERIAL SATUAN
DPP (HARGA 
STANDAR)

KET.

1. Tanah Urug Biasa M3 Rp. 15.000
2. Tanah Urug Pilihn M3 Rp. 20.000
3. Pasir Urug M3 Rp. 40.000
4. Pasir Pasang M3 Rp. 45.000

5. Tanah, Pasir, Batu (Tasirtu) M3 Rp. 30.000
6. Krikil Batu Pecah M3 Rp. 70.000
7. Kerikil Sungai M3 Rp. 72.000
8. Kerikil Sungai (Disaring) M3 Rp. 75.000
9. Kerikil Sirtu M3 Rp. 40.000
10. Batu Kali (Besar) M3 Rp. 40.000
11. Batu Kali (Kecil) M3 Rp. 45.000
12. Batu Kali/Batu Gunung M3 Rp. 50.000
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13. Batu Pecah 2-3 cm M3 Rp. 80.000

14. Batu Pecah 3-5 cm M3 Rp. 75.000

15. Batu Split 7-10 cm M3 Rp. 50.000

16. Batu Split 5-7 cm M3 Rp. 60.000

17. Batu Split 3-5 cm M3 Rp. 75.000

18. Batu Split 2-3 M3 Rp. 80.000

19. Batu Split 1-2 cm M3 Rp. 85.000

20. Batu Split 1-3 M3 Rp. 75.000

21. Krikil Batu Pecah M3 Rp. 75.000

22. Batu Kuari - Royalti M3 Rp. 40.000

23. Sirtu M3 Rp. 40.000

24. Batu Domatu M3 Rp. 10.000

25. Pasir Bersih/Agregat Halus M3 Rp. 45.000

26. Abu Batu M3 Rp. 32.000

27. Kerikil Halus/Berpasir Alami M3 Rp. 40.000

28. Batu Bata (Besar) BH Rp. 200

29. Batu Bata (Kecil) BH Rp. 200
30 Batako BH Rp. 800

Pasal 8

Tarif pajak mineral bukan logam dan batuan ditetapkan sebesar 25 % 
(dua puluh lima persen).

Pasal 9

(1) Besaran pokok pajak mineral bukan logam dan batuan yang terutang 
dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 8 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 7, dengan rumus sebagai berikut:

Besamya pajak = Nilai jual hasil pengambilan mineral bukan logam
dan batuan x 25% (dua belas persen)

Nilai jual hasil pengambilan mineral bukan logam dan batuan 
= volume/tonase x harga standar

(2) Besaran Pokok Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 
sebagai berikut:

No JENIS MATERIAL SATUAN
DPP

(HARGA
STANDAR)

TARIF PAJAK 
25%

1. Tanah Urug Biasa M3 Rp. 15.000 Rp. 3.750

2. Tanah Urug Pilihn M3 Rp. 20.000 Rp. 5.000

3. Pasir Urug M3 Rp. 40.000 Rp. 10.000

4. Pasir Pasangan M3 Rp. 45.000 Rp. 11.250
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5. Tan ah, Pasir, Batu (Tasirtu) M3 Rp. 30.000 Rp. 7.500

6. Krikil Batu Pecah M3 Rp. 70.000 Rp. 17.500

7. Kerikil Sungai M3 Rp. 72.000 Rp. 18.000

8. Kerikil Sungai (Disaring) M3 Rp. 75.000 Rp. 18.750

9. Kerikil Sirtu M3 Rp. 40.000 Rp. 10.000

10. Batu Kali (Besar) M3 Rp. 40.000 Rp. 10.000

11. Batu Kali (Kecil) M3 Rp. 45.000 Rp. 11.250
12. Batu Kali/Batu Gunung M3 Rp. 50.000 Rp. 12.500

13. Batu Pecah 2-3 cm M3 Rp. 80.000 Rp. 20.000
14. Batu Pecah 3-5 cm M3 Rp. 75.000 Rp. 18.750

15. Batu Split 7-10 cm M3 Rp. 50.000 Rp. 12.500

16. Batu Split 5-7 cm M3 Rp. 60.000 Rp. 15.000

17. Batu Split 3-5 cm M3 Rp. 75.000 Rp. 18.750
18. Batu Split 2-3 M3 Rp. 80.000 Rp. 20.000

19. Batu Split 1-2 cm M3 Rp. 85.000 Rp. 21.250

20. Batu Split 1-3 M3 Rp. 75.000 Rp. 18.750

21. Krikil Batu Pecah M3 Rp. 75.000 Rp. 18.750

22. Batu Kuari -  Royalti M3 Rp. 40.000 Rp. 10.000

23. Sirtu M3 Rp. 40.000 Rp. 10.000
24. Batu Domatu M3 Rp. 10.000 Rp. 2.500

25. Pasir Bersih/Agregat Halus M3 Rp. 45.000 Rp. 11.250

26. Abu Batu M3 Rp. 32.000 Rp. 8.000

27. Kerikil Halus/Berpasir Alami M3 Rp. 40.000 Rp. 10.000

28. Batu Bata (Besar) BH Rp. 200 Rp. 50

29. Batu Bata (Kecil) BH Rp. 200 Rp. 50

30. Batako BH Rp. 800 Rp. 200

BAB V
WILAYAH PEMUNGUTAN 

Pasal 10

Pajak mineral bukan logam dan batuan yang terutang dipungut di wilayah 
Daerah tempat pengambilan atau pengolahan bahan galian mineral bukan 
logam dan batuan.

BAB VI
MASA PAJAK DAN SAAT TERUTANGNYA PAJAK

Pasal 11

Masa pajak mineral bukan logam dan batuan adalah 1 (satu) bulan 
kalender sejak yang bersangkutan melakukan pengambilan atau 
pengolahan mineral bukan logam dan batuan yang menjadi dasar bagi 
wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang 
terutang.
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Pasal 12

Pajak yang terutang dalam masa pajak teijadi pada saat pengambilan
mineral bukan logam dan bantuan.

BAB VII

PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN PAJAK

Bagian Kesatu
Tata Cara Pemungutan Pajak 

Pasal 13

(1) Tata cara pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan
dilakukan sebagai berikut:

a. system pelaporan;
b. system TOL / pemungutan di jalan; dan
c. system Wajib Pungut (WAPU)

(2) Sistem pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,
adalah sebagai berikut:

a. wajib pajak mengisi SPTPD;

b. wajib pajak membayar sendiri pajak mineral bukan logam dan 
batuan berdasarkan SPTPD; dan

c. bagi wajib pajak yang tidak mengisi SPTPD, maka diterbitkan SKPD 
secara jabatan.

(3) Sistem TOL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah
sebagai berikut:

a. wajib pajak melakukan pembayaran pajak di lokasi penambangan 
bahan galian mineral bukan logam dan batuan dan diberikan bukti 
pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan oleh petugas 
yang ditunjuk oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi 
urusan pendapatan daerah;

b. tanda bukti pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan 
disampaikan kepada pembeli atau pengangkut sebagai tanda bukti 
pembayaran pajak untuk ditunjukkan kepada petugas pemungut 
di jalan (sistem TOL);

c. apabila pembeli atau pengangkut tidak dapat menunjukkan tanda 
bukti pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan, maka 
pembeli atau pengangkut merupakan wajib pajak dan dipungut 
pajak pada saat itu;

d. petugas pemungut di jalan akan memberikan tanda/paraf pada 
tanda bukti pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan 
yang ditunjukkan oleh pembeli atau pengangkut sebagai bentuk 
monitoring; dan
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e. tempat pemungutan pajak sistem TOL ditetapkan pada Pos yang 
ditentukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan 
pendapatan daerah.

(4) Sistem wajib pungut (WAPU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf c, adalah sebagai berikut:

a. dilakukan Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendapatan 
daerah;

b. dilakukan kepada wajib pajak yang mendapatkan pekeijaan 
pemborongan di Kabupaten Buol;

c. setiap rekanan yang tidak dapat menunjukkan tanda bukti 
pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan dikenakan 
pajak dengan ketentuan sebagai berikut:

1. rekanan yang melakukan penagihan pembayaran nilai kontrak 
wajib melampirkan RAB dari kontrak;

2. berdasarkan kontrak dimaksud wajib pajak terlebih dahulu ke 
Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendapatan daerah 
untuk menyampaikan SPTPD;

3. wajib pajak melakukan pembayaran pajak mineral bukan logam 
dan batuan berdasarkan SPTPD; dan

4. wajib pajak yang tidak menyampaikan SPTPD, maka diterbitkan 
SKPD secara jabatan.

Bagian Kedua 
Tata Cara Pembayaran

Pasal 14

(1) Pajak mineral bukan logam dan batuan merupakan jenis pajak yang 
dibayar sendiri oleh wajib pajak (self assesment).

(2) Pembayaran pajak terutang oleh wajib pajak atau kuasanya dilakukan 
sekaligus dan lunas di Kas Daerah paling lambat 10 (sepuluh) hari 
setelah berakhimya masa pajak dengan menggunakan SKPD.

(3) Pembayaran pajak terutang oleh wajib pajak atau kuasanya melalui 
penerbitan SKPD dilakukan di Kas Daerah paling lambat 10 (sepuluh) 
hari setelah diterima.

(4) Pajak yang terutang dibayar di Bank Pembangunan Daerah Sulawesi 
Tengah Cabang Buol, Cabang Pembantu dan Kantor Kas di wilayah 
Kabupaten Buol untuk disetorkan ke Rekening Kas Daerah Kabupaten 
Buol atau melalui Bendahara Penerima Perangkat Daerah yang 
membidangi urusan pendapatan daerah.

(5) Apabila pembayaran oleh Wajib Pajak atau kuasanya dilakukan ke 
Bendahara Penerima Perangkat Daerah yang membidangi urusan 
pendapatan daerah dalam jangka waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh 
empat) jam bendahara penerima wajib menyetorkan ke kas daerah 
sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
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(6) Apabila batas waktu pembayaran jatuh pada hari libur, maka batas 
waktu pembayaran jatuh pada hari keija berikutnya.

(7) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SSPD dan/atau STS sebagaimana 
tersebut dalam Lampiran V dan IV dan merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pembayaran Angsuran dan Penundaan 

Pembayaran Pajak

Pasal 15

Tata cara pembayaran angsuran dan penundaan pembayaran pajak
terutang dilakukan sebagai berikut:

a. wajib pajak yang akan melakukan pembayaran secara angsuran 
maupun menunda pembayaran pajak harus mengajukan permohonan 
secara tertulis kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi 
urusan pendapatan daerah dengan disertai alasan yang jelas dan 
melampirkan fotokopi SKPDKB, SKPDKBT atau STPD yang diajukan 
permohonannya;

b. permohonan sebagaimana dimaksud huruf a harus melampirkan 
rincian utang pajak atau tahun pajak yang bersangkutan dan disertai 
dengan alasannya serta sudah diterima Kepala Perangkat Daerah yang 
membidangi urusan pendapatan daerah paling lama 7 (tujuh) hari 
sejak diterbitkan SKPDKB, SKPDKBT atau STPD yang diajukan 
permohonannya;

c. permohonan pembayaran secara angsuran maupun penundaan 
pembayaran yang disetujui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi 
urusan pendapatan daerah dituangkan dalam Keputusan telaahan dari 
Kepala Bidang yang membidangi urusan Penagihan;

d. pemberian angsuran tidak menunda kewajiban wajib pajak untuk 
melaksanakan pembayaran pajak terutang dalam masa pajak berjalan;

e. penundaan pembayaran diberikan paling lama 1 (satu) bulan, 
terhitung mulai jatuh tempo pembayaran yang termuat dalam 
SKPDKB, SKPDKBT atau STPD kecuali ditetapkan lain oleh Kepala 
Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendapatan daerah;

f. pembayaran angsuran atau penundaan pembayaran dikenakan bunga 
sebesar 2 % (dua persen);

g. perhitungan untuk pembayaran angsuran adalah sebagai berikut:

1. perhitungan untuk sanksi bunga dikenakan hanya terhadap jumlah 
sisa angsuran;

2. jumlah sisa angsuran adalah hasil pengurangan antara besamya 
sisa pajak yang belum atau akan diangsur dengan pokok pajak 
angsuran;
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3. pokok pajak angsuran adalah hasil pembagian antara jumlah pajak 
terutang yang akan diangsur dengan jumlah angsuran;

4. bunga adalah hasil perkalian antara jumlah sisa angsuran dengan 
bunga sebesar 2 % (dua persen); dan

5. besamya jumlah yang harus dibayar tiap angsuran adalah pokok 
pajak angsuran ditambah dengan bunga sebesar 2 % (dua persen).

h. perhitungan untuk penundaan pembayaran adalah sebagai berikut :

1. perhitungan bunga dikenakan terhadap seluruh jumlah pajak 
terutang yang ditunda, yaitu hasil perkalian antara bunga 2 % (dua 
persen) dengan jumlah pajak terutang yang ditunda, dikalikan 
dengan seluruh jumlah utang pajak yang akan ditunda;

2. besamya jumlah pajak harus dibayar adalah seluruh jumlah utang 
pajak yang ditunda, ditambah dengan jumlah bunga 2 % (dua 
persen) perbulan; dan

3. penundaan pembayaran hams dilunasi sekaligus paling lambat 
pada saat jatuh tempo penundaan yang telah ditentukan dan tidak 
dapat diangsur.

i. terhadap wajib pajak yang telah mengajukan permohonan pembayaran
secara angsuran tidak dapat mengajukan permohonan pembayaran
untuk surat ketetapan yang sama.

Bagian Keempat 
Tata Cara Penagihan

Pasal 16

(1) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendapatan 
daerah dapat menerbitkan STPD jika :

a. pajak dalam tahun beijalan tidak atau kurang dibayar;

b. dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran 
sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung; dan

c. wajib pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau 
denda.

(2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi 
administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan 
untuk jangka waktu paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat 
terutangnya pajak.

(3) SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo 
pembayaran dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% 
(dua persen) sebulan dan ditagih melalui STPD.

(4) Bentuk dan isi STPD sebagaimana tersebut dalam Lampiran VI dan 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
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BAB VII
PENGURANGAN PAJAK

Pasal 17

(1) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendapatan 
daerah berdasarkan permohonan wajib pajak dapat memberikan 
pengurangan pajak.

(2) Besamya pemberian pengurangan pajak ditetapkan oleh Kepala 
Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendapatan daerah.

(3) Pemberian pengurangan pajak, setinggi-tingginya sampai dengan 25% 
(dua puluh lima persen).

(4) Tata cara pemberian pengurangan pajak diatur sebagai berikut:

a. permohonan pengurangan pajak disampaikan secara tertulis dalam 
bahasa Indonesia kepada Kepala Perangkat Daerah yang 
membidangi urusan pendapatan daerah disertai dengan alasan 
yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan dengan melampirkan:

1. foto kopi KTP;

2. foto kopi SKPD; dan

3. surat kuasa bermeterai dan foto kopi KTP penerima kuasa 
apabila dikuasakan;

b. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, 
Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendapatan 
daerah melakukan analisa kelayakan permohonan pengurangan 
pajak;

c. apabila alasan permohonan pengurangan pajak dikabulkan, maka 
Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendapatan 
daerah menerbitkan surat keputusan pengurangan pajak;

d. apabila permohonan pengurangan pajak ditolak, Kepala Perangkat 
Daerah yang membidangi urusan pendapatan daerah harus 
memberitahukan kepada Wajib Pajak disertai alasan 
penolakannya; dan

e. keputusan pemberian pengurangan pajak harus disampaikan 
kepada Wajib Pajak paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal 
permohonan diterima.

(5) Bentuk dan isi Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi 
urusan pendapatan daerah tentang pemberian pengurangan pajak 
sebagaimana tersebut dalam Lampiran VII dan merupakan bagian 
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
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BAB IX
PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF DAN 

PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK

Bagian Kesatu
Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif

Pasal 18

(1) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendapatan 
daerah dapat mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif 
berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang tern tang menurut 
peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi 
tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena 
kesalahannya.

(2) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendapatan 
daerah dapat mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif 
berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang menurut 
peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi 
tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena 
kesalahannya.

(3) Tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sebagai berikut:

a. Wajib Pajak mengajukan permohonan secara tertulis dalam bahasa 
Indonesia kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi 
urusan pendapatan daerah dengan alasan yang jelas dalam waktu 
7 (tujuh) hari sejak diterbitkan STPD, SKPDKB ATAU SKPDKBT 
dengan melampirkan :

1. Foto kopi KTP;

2. Foto kopi STPD, SKPDKB atau SKPDKBT; dan

3. surat kuasa bermeterai dan fotokopi KTP penerima kuasa 
apabila dikuasakan;

b. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, 
Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendapatan 
daerah menunjuk Kepala Bidang yang membidangi urusan 
Penagihan untuk melakukan pengkajian dan penelitian;

c. hasil pengkajian dan penelitian disampaikan kepada Kepala 
Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendapatan daerah 
sebagai dasar untuk memberi keputusan;

d. keputusan pemberian pengurangan atau penghapusan sanksi 
administratif, ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang 
membidangi urusan pendapatan daerah;

e. paling lambat 1 (satu) bulan setelah menerima permohonan 
sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Perangkat Daerah 
yang membidangi urusan pendapatan daerah harus memberikan 
keputusan dikabulkan atau ditolak;
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f. apabila setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud 
pada huruf e, Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan 
pendapatan daerah belum memberikan keputusan, maka 
permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a dianggap 
dikabulkan; dan

g. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendapatan 
daerah menyampaikan laporan kepada Bupati terhadap keputusan 
pemberian pengurangan atau penghapusan sanksi administratif.

(4) Terhadap permohonan yang ditolak, Kepala Perangkat Daerah yang 
membidangi urusan pendapatan daerah :

a. memberitahukan kepada wajib pajak disertai alasan penolakannya, 
atau;

b. menulis catatan SSPD yang menerangkan bahwa pokok pajak 
dibayar beserta sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % 
(dua persen) perbulan untuk kemudian dibubuhi tanda tangan dan 
nama jelas Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan 
pendapatan daerah dan selanjutnya menerbitkan STPD yang 
memuat sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua 
persen) dimaksud.

(5) Terhadap permohonan yang disetujui, atau karena jabatan 
berdasarkan alasan yang dapat diterima, Kepala Perangkat Daerah 
yang membidangi urusan pendapatan daerah mengurangkan atau 
menghapus sanksi administrasi bunga atau denda, dengan cara 
menuliskan catatan pada SSPD bahwa sanksi tersebut dikurangkan 
atau dihapuskan, serta dibubuhi tanda tangan dan nama jelas Kepala 
Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendapatan daerah.

(6) Wajib Pajak melakukan pembayaran pajak dalam waktu 1 x 24 (satu 
kali dua puluh empat) jam sejak disetujuinya permohonan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Bagian Kedua
Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak

Pasal 19

(1) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendapatan 
daerah karena jabatannya atau atas permohonan wajib pajak dapat 
mengurangkan atau membatalkan ketetapan Pajak yang tidak benar, 
apabila :

a. ada fakta baru yang belum terungkap pada waktu pemeriksaan 
untuk menentukan besamya pajak terutang sedangkan batas 
waktu pengajuan keberatan atau pengajuan pembetulan SKPD 
atau pengajuan pengurangan dan penghapusan sanksi 
administratif telah terlampaui; dan

b. ada fakta baru yang belum terungkap disebabkan tidak 
dipertimbangkan pengajuan keberatan atau pengajuan pembetulan 
SKPD atau pengajuan pengurangan dan penghapusan sanksi
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administratif akibat tidak dipenuhinya persyaratan formal, yakni 
pengajuan permohonan melampaui batas waktu yang telah 
ditentukan.

(2) Ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah 
pokok pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga, denda 
dan/atau kenaikan pajak yang tercantum dalam SKPD.

Pasal 20

(1) Pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak atas dasar 
permohonan wajib pajak diatur sebagai berikut:

a. surat permohonan wajib pajak didukung oleh fakta baru yang 
meyakinkan; dan

b. dalam surat permohonan wajib pajak hams dilampirkan dokumen 
berupa foto kopi :

1. SKPD yang diajukan permohonannya;

2. dokumen yang mendukung diajukannya permohonan; dan

3. berkas permohonan berikut bukti penolakan keberatan atau 
bukti penolakan pengurangan dan penghapusan sanksi 
administratif.

(2) Pengajuan permohonan yang tidak memenuhi persyaratan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat dipertimbangkan 
dan berkas permohonan dikembalikan kepada wajib pajak.

(3) Pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak karena jabatan 
dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan 
pendapatan daerah atau atas usul Kepala Bidang yang membidangi 
urusan Penagihan berdasarkan pertimbangan keadilan dan adanya 
temuan bam.

Pasal 21

(1) Atas dasar permohonan wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 20 atau permintaan karena jabatan, Kepala Perangkat Daerah 
yang membidangi umsan pendapatan daerah meminta Kepala Bidang 
yang membidangi urusan Penagihan untuk membahas pengurangan 
atau pembatalan ketetapan pajak.

(2) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan
dengan melampirkan telaah pertimbangan atas
pengurangan/pembatalan ketetapan pajak.

(3) Berdasarkan laporan Kepala Bidang yang membidangi urusan 
Penagihan dan telaahan pertimbangan atas pengurangan/pembatalan 
ketetapan pajak, Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan 
pendapatan daerah memberikan keputusan.

(4) Kepala Bidang yang membidangi urusan Penagihan melakukan proses 
penerbitan keputusan yang bempa keputusan pengurangan atau

18



pembatalan ketetapan pajak atau keputusan penolakan pengurangan 
atau pembatalan ketetapan pajak.

Pasal 22

(1) Atas diterbitkannya Keputusan pengurangan atau pembatalan 
ketetapan pajak, Kepala Bidang yang membidangi urusan Pendaftaran 
dan Penetapan segera :

a. melakukan pembatalan ketetapan pajak yang lama dengan cara 
menerbitkan SKPD baru dengan tetap mengurangkan atau 
memperbaiki SKPD lama;

b. memberikan tanda silang pada SKPD lama dan selanjutnya diberi 
catatan bahwa SKPD dibatalkan serta dibubuhi paraf dan nama 
pejabat yang bersangkutan;

c. memerintahkan kepada wajib pajak melakukan pembayaran pajak 
paling lama 10 (sepuluh) had setelah diterimanya SKPD baru; dan

d. menyimpan SKPD yang dibatalkan sebagai arsip pada administrasi 
perpajakan.

(2) Setelah diterbitkannya keputusan penolakan pengurangan atau 
pembatalan ketetapan pajak, maka SKPD yang telah diterbitkan 
dikukuhkan dengan keputusan penolakan pengurangan atau 
pembatalan ketetapan pajak dimaksud.

BAB X
PEMERIKSAAN PAJAK 

Pasal 23

(1) Dalam rangka pemeriksaan pajak mineral bukan logam dan batuan, 
Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendapatan 
daerah berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan 
pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan tujuan lain dalam 
rangka melaksanakan Peraturan Daerah tentang Pajak Mineral Bukan 
Logam dan Batuan.

(2) Untuk keperluan pemeriksaan, petugas pemeriksa harus dilengkapi 
dengan tanda pengenal pemeriksa dan surat perintah pemeriksaan 
serta memperlihatkan kepada wajib pajak yang diperiksa.

(3) Apabila Wajib Pajak yang diperiksa tidak memenuhi kewajiban yang 
menyebabkan petugas pemeriksa menemui kesulitan dalam 
menghitung nilai jual hasil pengambilan mineral bukan logam dan 
batuan, maka untuk pengenaan besamya pajak terutang dapat 
dilakukan berdasarkan penghitungan nilai jual hasil pengambilan 
mineral bukan logam dan batuan tertinggi dalam 1 (satu) tahun 
terakhir.

(4) Dalam hal pemeriksaan pembukuan atau Rencana Anggaran Biaya 
suatu pekeijaan oleh rekanan, Bupati berdasarkan permohonan 
Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendapatan
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daerah dapat menunjuk Inspektorat Kabupaten Buol untuk 
mendampingi petugas pemeriksa pajak.

(5) Untuk kepentingan pengamanan petugas pemeriksa pajak, Kepala 
Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendapatan daerah dapat 
meminta bantuan pengamanan dari aparat penegak hukum atau 
instansi yang terkait.

(6) Apabila dalam pengungkapan pembukuan, pencatatan atau dokumen 
serta keterangan yang diminta oleh petugas pemeriksa pajak dan 
wajib pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan, maka 
kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan untuk keperluan 
pemeriksaan.

BAB XI
INSENTIF PEMUNGUTAN 

Pasal 24

(1) Tujuan pemberian insentif pungutan pajak untuk peningkatan :

a. kineija Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pendapatan 
Daerah;

b. semangat keija bagi pejabat dan pegawai;

c. pendapatan asli daerah; dan

d. pelayanan kepada masyarakat.

(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 
dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya sesuai 
dengan pencapaian kineija yang telah ditentukan.

(3) Besamya insentif ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah tahun beijalan dari rencana penerimaan pajak mineral bukan 
logam dan batuan.

BAB XII
TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 25

(1) Atas kelebihan pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan, 
Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan 
pembayaran kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi 
urusan pendapatan daerah.

(2) Kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) teijadi 
apabila :
a. pajak mineral bukan logam dan batuan yang dibayar temyata lebih 

besar dari yang seharusnya terutang; atau
b. dilakukan pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan 

yang tidak seharusnya terutang.
(3) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian atas 

kelebihan pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan kepada 
Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendapatan 
daerah.
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(4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi 
persyaratan :

a. permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia 
dengan mencantumkan besamya pengembalian yang dimohonkan 
disertai alasan yang jelas dan dilampiri :

1. fotocopy identitas wajib pajak atau fotoeopy identitas penerima 
kuasa apabila dikuasakan;

2. fotokopi SPTPD, SKPDLB dan

3. bukti pembayaran yang sah; dan

4. surat kuasa bermeterai cukup apabila dikuasakan; dan

b. surat permohonan ditandatangani oleh wajip pajak atau kuasanya.

(5) Permohonan pengembalian yang tidak memenuhi persyaratan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dianggap bukan sebagai 
permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.

(6) Berdasarkan hasil pemeriksaan atau penelitian terhadap permohonan 
pengembalian sebagai dimaksud pada ayat (2), dalam jangka waktu 
paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal diterimanya 
permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak mineral 
bukan logam dan batuan, Kepala Perangkat Daerah yang membidangi 
urusan pendapatan daerah harus memberikan keputusan.

(7) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) 
terlampaui dan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan 
pendapatan daerah tidak memberikan suatu keputusan, permohonan 
pengembalian pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan 
dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka 
waktu paling lama 1 (satu) bulan.

(8) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan 
pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung 
diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak tersebut.

(9) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak mineral bukan logam dan 
batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka 
waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.

(10) Jika pengembalian kelebihan pembayaran pajak mineral bukan logam 
dan batuan dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Kepala Perangkat 
Daerah yang membidangi urusan pendapatan daerah memberikan 
imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan 
pembayaran kelebihan pembayaran pajak mineral bukan logam dan 
batuan.

Pasal 26

(1) Dalam hal wajib pajak tidak mempunyai utang pajak, maka 
pengembalian pajak mineral bukan logam dan batuan dilakukan 
dengan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atas 
kelebihan pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan.

(2) SP2D atas kelebihan pembayaran pajak mineral bukan logam dan 
batuan dibebankan pada mata anggaran pengembalian pendapatan 
pajak dengan koreksi pendapatan pada tahun anggaran beijalan.

(3) SP2D atas kelebihan pembayaran pajak mineral bukan logam dan 
batuan tahun- tahun sebelumnya yang telah ditutup, dibebankan 
pada mata anggaran tak terduga.
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BAB XIII
PELAKSANAAN, PEMBERDAYAAN, PENGAWASAN 

DAN PEN GENDALLAN

Pasal 27

(1) Pelaksanaan, pemberdayaan, pengawasan dan pengendalian pajak 
mineral bukan logam dan batuan ditugaskan kepada Perangkat 
Daerah yang membidangi urusan pendapatan daerah.

(2) Dalam melaksanakan tugasnya Perangkat Daerah yang membidangi 
urusan pendapatan daerah dapat bekeija sama dengan Badan 
Lingkungan Hidup, Dinas Perijinan Terpadu, Dinas Pekerjaan Umum, 
Satuan Polisi Pamong Praja, Kecamatan atau lembaga lain terkait.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 28

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 05 
Tahun 2013 tentang Penetapan Harga Standard dan Nilai Jual Bahan 
Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Buol dicabut dan - 
dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Buol.

PARAF KOORDINASI
PEJABA1 | PARAF
B A G I  A N  
H U K U  M

Si

STAF AHLI BUPATI 
BIDANG HUKUM 

DAN POLITIK k

iNSPEKTORAT
V

. i

Diundangkan di Buol
pada tanggal, 56 Destmbcf 2018

Ditetapkan di Buol
pada tanggal, 5® O&embtr 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUOL
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Ber.tuk San FS'rrat s an Pocmw:' Fe-sataan

PEMERINTAH KABuPATEN B U O l 
BAD AN PSNGELOLAAN PEN DAPATAN DAERAH 

i .  Bata ou  H o ...... M ,  Leek n M e .  B au
W ebs t e :

Em a; :

FORMUUR PENDATAAN 
PAiAK DAERAH

PAiAK MINERAL B’JK A N  
LO G AM  DAN BATUAN

T a rg ga  P e -s a ta a r

A  NPVvD

~ t ~  z n

5- N A M A W A i©  PAJAK

C. A LA M A T  W AJ1B PAJAK “

0 . K A M A  USA HA ;
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f .  D E S A /K E C A M A T A N

G. TELEPHONE

m is M a te ' a Yang m  o a  :
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m a 'g a  P a -a ' i%n s M a te ' a i m J ! :

L. -r- -T
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Pet., gas P e rs a ta

• -----------------------------------------------------

PETU N. UK PEN G ISAN  FORM UUR PENDATAAN
K o o m  A  :  D is i s e s » »  S e n p n  s a t a y a n g  aSa S a a rr, NPW PD

la c a s  a Sudan asa?
KO o ro  B. C , D. E, f ,  t a n  g  : o i »  s t s t i i ’ M e g a n  y a n g t t 'e a n tw *  S a a m  S ura t i m i  u s a fc a y a n g  b r a k u
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Pc J A BAT 1 PAPA
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STAFAHLI 8 UPAT! 
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LAMPIRAK II
PER ATI) RAH BUPATIBUOt 
NOMOR TAHUH 2011
t a h c g a i  ,.3 -8 . r  2o is

B e n tu k  6»n  f o r m a t -s*n  f o m m t  p t w d » f t y >

PEM ERINTAH KABUPATEN BUOL  
B ADAN PEN G EIO LA AN  PENOAPATAN DAERAH

j l  Batoipu fjo i<ei Leak s Kec 5>ou «<xte Roi 97563

FORMUUR PENOAPTARAN WAJIB PAIAK BAOAN / PEMILIK USA HA

Homo' ponwtir

Kepasa Yth.

tf.
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KETERANGAN PE Ml UK ATAU PENGEIOIA

5. K am apem  k /p e 'g e c a

& ja b a ta r

7. AlamatTempatTnggi { Me amp ikaa lOtnftasyang3 Apo'kan|
• Ousw»/saan :
-  RT/RW/RK :

- Desa/Keu'ahan :

- Kecamatar :
• Kabupater /Kota

______ - Nomyteepon___________________:_____________________________________________
- Koce Pos 

& Ktwa.i ban Ppjak

- MOtt
- Restoran

- HiKtran

- Rename
* Penyanganjalan
- Rengamtoi ar/pengoaban. mineralbukan ogam 3 an batuan
* Ptnyeergga'aantempat pa'te'tf ua?babasjalan

- Pergamb an San/ atau Peroanfaatan At  tarah
• P engamb an San/atau pen gu sabaan Sar m g Bu 'u ng waSet

* lannya______________________

____________________________________________________________ b o o :,__ _____________ 20.__
Kamaieas :
TanoaTangan :

w o 1'    h i i b w M  ■ n iu n — n -r— [r..,— — .

I PARAF KOORDSM^ \
. ij ii . I I I I  I 11111111111 III  ■ — I  I I

PEJABA1 
I— —— ■ 
| B A G  SAN 
I HUKUM ■tff

R A * |

STAFAHLI BUFATi 
BiDANG HUKUM 

BAN POLiTIK

i  IN SPEKTORAT r t
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LAMPIRAN ill
FERATURAN BUPATlBUOl 
NOMCR TAHUN 201! 
t a w  g a l  201s

BentukdanForm at 6 anPorm ii 'd a n  TataCa'a P tftg ianS P TP D

PENfRWTAH KABU PATEN BUOL 
BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAEEAH

k  Bata pu N o ..... ice. Leok 11 nee B aw 
W e t- te
Emai :

SURAT PEMBERITAHUAN 
PAiAK DAERAH 

ISPTPOI
PAiAK MINERAL BUKAN 
LOG AM  DAN BATUAN

NOW
Masa Pajak
Taftuft

Ta-gga d -te 'n rjB P P O

PERHATIAN :
L  Bac a pet urn uk pen§ san.
2. n a 'a p d  s da am 'a n g ka p 2 (d u a i< *tu  sdengan hem feetak.
5. Sets and  $ dan d ta - d a t a - g r f t a 'a p d  s ra f tk a n k e r b  a kepasa Baftan Pengec u s  Pent apatar Dae'aft 

Kabwpate* 8*0  pa -g  a rd a t  i o t a '  sete aft ra s a  pajak b *a k f t ir ,  seka gys m eakukan p tm b a y ra n  pajak 
A. Kete ' a r ta ta r  penye'aftan SPTPD se taga fr.a radm akaudangka  3 it  ga; a*an d kenakar sanks

asm nst-as ses^a P ya tu 'a ft Paean  y a 'g b e 'a k u .___________________________________________________
A NPV.PD

B. KAMA W A 15 PAiAK ;
C. ALAM ATW AilB PAJAK »
D. NAMA USAHA 1
E. ALAMAT USAHA l

f . DESA /  KECAMATAN
G. TELEPHONE ;
H. DASAR PENGENAAN N a .La Has Pen p r o  an M - e 'a  Bukaf 

Logar dan 5 S l 3- !1 (x 12' at3u {3. . ^

L  v o u r e / tp n  E f ; __ ______________

Z H a Pasa’ sen s P e - p r t  ar M m  Sukan 
L sg a rd a n B a tL a '- .

3. Ha'gaStand a? Pengarrb a n W n e ra  Bukan 
Lbgamaan Batuar. .
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l .  KR EDIT PAJAK
K. YANG HARUSD®AVAR ( a ju 'h m jf  i - f t u m f j
L  PERNYATAAN W AilS 

PAiAK/KUASANYA
Danganmenyadan sepe'ohnya akan ak bat 
te m a u k s a n k s  sesua peraturart oae'a*' ya*g 
b e 'a ku , maka say am eeyatakan d a ta y a n f 
s s Q '  be-e 'ta  a ~ p  nannya a:a aft yarg  
s e b e -a '-b e 'a 'n y a

BuoS,___ ____ _______

maamsxzem*7"'- ■-

5 PARAF KOORDIN/ 6  , 

! PE J A BAT I PAR A f - ]

l B A G i A M  
| H U K U M k  f
| STAr AKU BUFATI 
{ BtDANG HUKUM 
p DAM POtiTIK 4 :1L- - ►!
\ INSPEKTORAT

___ i  ..i,___
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Bentuk Si;* at Ketetap sa.ak

§
PEMERINTAH KA8 UPATEN SUOt

BADAN PENCE LOLA A?. PEN DAP AT AN DAERAH

JL Bato&pu Ho. te l to o k  9H oc & o *  
KoOe Pm  SJ5S5nama

A a m a t

HPWPD

5ATA5 PENVfTOR AH TEPAKM IS
HO AYAT ;E M S  PAjAK JU M IA H
1 s a a k  M  -e -a  s .k a r  Lcgam p a - s a t . a '

N a K-a f*as p e n p r r .p  an r r  -e -a  b i.k a r  c g a m d a r  b a t.a r . X 25 %

JU M l AH KETETAP AH POKCK PAjAK 
DEHDA _________________________
. l i  M A H  KETETAP AH POKOK PAJAK* PEN DA 

Dergar. ( m ru f :

PEKHATIAN ;
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2. 5u-at Ketetap an n (finyatakan u r.as j ka d-sabkan/va das' Kas R e g s tr  atau cap /  Tanda Tangan » kp
3. Te* am bat m e n y e tp 'S a ' c a ta s ta 'g g a  p e '-ye tp -a n te -a kb  'C k e r a k a '  s e rs a s e s .a  c e - p "  s e -a t i- a r  D a e a *

v a n ; b e ' jk u .__________________________________________________________________ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

SURAT KETETAPAH PAJAK DAERAH

TatH»fl ;
Buan :

H o '

Bool,_______ _________ 2 0 ._
H r .  K tc a  a BaPa« P e n g e o a a r  P er4apa tar, Dae-ab 

P enye tor K a tw pa tes  Buo
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LAMP! RAN IV
PERATURAN BUPATIBUOL 
NCMOR ..?■£>.. TAHUN 20 U  
T A W M W ^ ^ k . .  2018

a . Be-tuk & .-a: tcetetapar Pajak Dae-ar Ku-a'g say*-

KOP DMAS

SURAT KETETAPAN PAJAK OAERAH KURANG BA VAR

K*saoa Y»i

a .... ................. .
Horrjy :
Tangp; pene'b ta r  Tangga jateh tempo :

I Be-casa-ka- Pe-atu-ar. Dae-ar KaSi-pate- Bwo Nom e* iSTatuin 2011 terra-. *  Pajak M -e -a  Bukan icgam  
3 a - Batuar c ak .kar per-e - ksaa- arau be-sasa-ka" K K n - j j ” *  «  " '« " !« '»  p eaksa-aa- kewajoan  
Pajak M u r a  Bukan togam dan Batuar- te-hadap ;
Hama Usafca : „____— ------------- . — »-------,™ --------------- ----------------------
A am at -------- ------ —  ---------------------------------------- — —  -------------
Nama Pemi'ifc : _____________ ________ *_____________ . _____________
Aarr.at : _______- ----------------------- . . ----------------------------------------------

gp...
sp~ —

'F

*P——

PQ-----

Buo. ______________ _____2 0 ...
An. nesa a SaSan Pe-ge c  aar Peroapatan Dae'ah 

kabupaten Buo5 
kesa a Beans Penagran

• co-e; >s- p e s <  p**u

Nan- a W a j b p aak  M  ne-a 
Bukan so gam dan Bat. an 
Aan-at 
Nemo- SPTPD 
Targga » e re -s ta r

PStO'g 5 3 ' Dte'n-ata-gg3 
C S '

Nan-a L e 'g k a p S a rT a -e a T a 'g a '

H Da' fe m e - ksaa- t e i e s , t  g atas, urn a * ya-gr-as  -  ha-ui a feaya- aca an sebaga be- f a t :
1. N a . . a  Has se-gan-p an n- re -a  bukan ogam Pa- P a u a - ftp—
2. Paak y a r g s e - a ' .s - t a te - . t a ';  25*: x Rp......... ( i j
3. Pa>ak y a rg s e -a - . i-y a s  baya '[2 j
a . P a a k y a rg te  aftc baya- ftp......
5 Paak y a r.g k .-a -g s  s a y a -; 3 - J

sanks a d m -s ra s  be-uoa S .-g a  iPasa
:cn:

. Pe-da Hom o- is  Tan on

s .-g a  » ____ b . a - X 2̂  x r q ............ ts1
7. jum  ah ya-gnras r  r a-us a baya- j5 *6 ; 

o e n p r  HB«rf :

PARAF KO ORPIN a: Si
PEJABA1 1 PARA p

! B A G  I A N  
! H U K U M
S TAFAHLi SUPATI 

>JP I “ ' jjVl 
■ ' ; ,• X

t tNSPSKTORAT y  ^
1 igaumuapiW iiiutw— uiiii atv
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B- Bentukso'at setetapar Pajak oae?al» Kusang BayyTambafean

KOP DINAS

SURAT KETETAP AN PAJAX DAE RAH KURANG BAYAR TAME AM AN

Keeafia n fe :______

Oi_________ __________

NCmO' :
Tar.gp pen r b  tan  : Tar gga'jatub tempo ;

i t t t u a ' i a r  P * 'a t« 'i«  Oae-an xabopater Buo itom © ' 15Tahon 20U te r ta n g  Pa.ak M  n#*a Buka» le p m  
dan Batuan 6 akukan pem e' ksaar ata« se'Pasa'kaf kete-3’-ga« a .rm erge na  peaksanaaa te w ijb a n  
Pajak M r e 'a  Bokan logamPar. sati-a- :e "aS a p  :
Kama usafa : ________________________________________________
A'amat : ________________________________________________
Kama PemSik : _______________ _______________________ _________
Aam at _____ _________________________________________

Rp-— ■ 
Rs...

Rg..... -

Rp-----

RP-—

Boot, ________ ___________ 20...
An. xepaa Badan Per geo a y  Perea pat an Dae i n

*  I cores . s - ; : c s <  earn

x a b u p a te n  B oo! 

x e c a  a B c a r g Pen a g  Tan

P c to n g d  - 1 ' D t e r x n a t a r . g i  : ___________________

N a m  a w a j b  P a ja k  M in e r s O 'e h

B u la n  to g a m  S an  B a tu a n  :

A a m a t  :

H o m o *  S P TP O  : { -------------------------------------------------)

T a n g p  P e n e d i ta n  : K a m a  le n g k a p d a n T a o d a  T a .n g a r

ii Da* Peme- ksaar-te'seb-t d atas, .m  aft y a -g m a i*  T j'y s e  taya- aca a» sesaga fee' ta.t
1. N a . . a  has penpm b a1* m re ra bokar ogam sa* bat war Rp.~~
2. P aakyar g s e -a '.s r y a te - . ta 'g . 25% x P.p--------| i ;
3. P a a k y y  g ie ra - .s ry a s  fra>-a' |2;
a . P aa kyan g teaP eb aya* Rp-.
5. P a 3 k y a rg k ."a rg a o aya. ; 3 . j s
6. Sanki admn sras beapabunga  jPasa 2011):_______________________________________ ..Pe 'saNom o' iS T a r t r

J u l ian  x i 'fc x R o .
7. 3».rr ah ya-.gm ai p T y ,.!  3 D3y3* jS-^£1 

D e rp r Hum*:

PARAF KC0RDINA5!
y r a n n B : g  »■» i s t t - w s

PEJABA7 I PAR A F
B A G i A N  | 
H U K U M

STAF AHLI SUPATi 
BiDAMG HUKUM  

DAN P O UTIK

1NSPEKT0 RAT



IAMPISAN V
PERAUIRAN 8UPATIBUCL 
NCMOR s£\.TAHwV20I.« 
TAKGGAUP^ V K W 'm  2015

B e o tu k  S i i 'a t  S e to 'a r . P a a k  D a e 'a f t  (SSPDj

f / i \
PEMEftKTAHKASUPATENSlKX 

BADAN PffiGElOWA'i PfNDAPATAN OAERAH SURAT SETORAV PAJAK DAE RAH NO. SSPD
Jl 8eta$p« V s ___*»1 Me* »( k  &ou

<Mt °ss 9J553
Tafcun : 
6i#an :

Kama : 
Aamat : 
NPWPD ;

5ATAS PENYETORAN TERAKHR
\ C AYAT iEKISPAJAK JUMLAH

Rp.

Deflfir. HBruf

5-:.
PRnyttO'

Dtr f-a Tj'fp :
5 6 ':-3 'a 'a P t'r  ma

Traan Kas s»r

nip.

! PARAF KOORDINAS* j

P£ J A BAT ! PARA £ j

| B A G  IA N

3

H U K U M
I STAFAHU BUPATI / /

I BIDANG HOKUM 1 y ' r| DAN POLITIK

! 1NSPEKTORAT
f

\ V  j
'
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LAMP!RAN VI 
RERATaRAN 8UPATISU0L 
NCMOR TAMUH 201! 
TANGGAL £& 2018

Sentuk St'a; T y  ha« Pajak Dae-ar______________________________________________________

KOP DINAS

SURAT TAGI HAN PAJAK DAERAH

kepaeants;»_____

Di ------------------------------------------

n o w  : :
Ta-gp penarbitan :
Ta-gp jatufc tempo

i h i i u ’ iiiii P r i te is  Daa-ah Kabupatan Bt,o Nomor 15 Tabun20lite-:a-g Pa.ak M ' r a  B̂ kan lopm  
ear Baton a akukan pama- teaar peakianaar kewajrbanpambaya-an Pajak M i r a  Svkan logam 
ear Baton terhadap:
Kama us *a  : --------------- -—  ------- ...— _»—  -------------- —
A'ama: :______________ _______ _____ — ----------------------
Kama Pam' *  : ------------------ --------------------------------------- *------------
Aiamat : ------------------------------------------------------------------------

a Da' Pama'ksaan terMbnt <f atai.jvm an ya«jmas'b fta-ostf baya- aca an sebaga ba*k«t:
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ta rgga tt  *dapa t/;t'«a< te *sapat * f cv<mp a a a  r  v* tv«
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